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requirement of a lawful cause as stipulated in Article 1320 

of the Indonesian Civil Code. 

tidak memenuhi unsur yang halal sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, 

Undang-Undang 

Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021, Pasal 

Undang-Undang 

Law Number 13 of 2003 Manpower, Government Regulation 

Number of and of the 

1)Program Studi, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia 

*Email Penulis Korespondensi: 

dijadikan dasar oleh pengusaha untuk melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) 

is often used by employers as a basis for of 

This study aims to analyze the of termination 

of employment 

The development of social media has led to the of 

Page | 1 

 

Termination of Employment Due to Negative Virality of 

Workers from the Perspective of Indonesian Law 

 

Pemutusan Hubungan Kerja Akibat Viral Negatif Pekerja 

dalam Perspektif Hukum di Indonesia 
1),2) 

 

 

 

 

Abstract.  increasing phenomenon negative virality involving workers, 

which termination employment. Although negative viral exposure can 

cause serious reputational impacts on companies, Indonesian labor law does not explicitly regulate negative virality 

as a lawful ground for termination. This condition creates legal uncertainty for workers, as termination may occur 

solely due to public pressure rather than proven legal violations. legality 

due to negative viral exposure of workers from the perspective of Indonesian labor law and civil 

contract law. The legal materials analyzed include on 

35 2021, Article 1320 Indonesian Civil Code concerning the validity of agreements. The 

findings indicate that negative virality cannot automatically be categorized as an urgent violation under Government 

Regulation Number 35 of 2021. Furthermore, termination based solely on negative virality, without clear evidence 

of legal or contractual violations, may fail to fulfill the 

Therefore, such termination may be deemed unlawful and detrimental to workers’ 

rights. This study highlights the importance of legal certainty and objective assessment in termination decisions 

involving social media-related issues. 

Keywords Termination of Employment, Negative Virality, Employment Law, Article 1320 of the Indonesian Civil Code. 

 

 

Abstrak. Perkembangan media sosial memunculkan fenomena viral negatif yang melibatkan pekerja dan semakin sering 

. Meskipun viral negatif dapat 

menimbulkan dampak reputasi yang serius bagi perusahaan, hukum ketenagakerjaan Indonesia hingga saat ini belum 

mengatur secara tegas viral negatif sebagai alasan sah PHK. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian hukum bagi 

pekerja karena PHK dapat dilakukan semata-mata berdasarkan tekanan opini publik tanpa adanya pembuktian 

pelanggaran hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan PHK akibat viral negatif pekerja dalam 

perspektif hukum ketenagakerjaan dan hukum perdata. Bahan hukum yang digunakan meliputi 

serta 1320 

Kitab Hukum Perdata. Hasil penelitian menunjukkan bahwa viral negatif tidak dapat secara 

otomatis dikategorikan sebagai pelanggaran bersifat mendesak menurut PP Nomor 35 Tahun 2021. Selain itu, PHK 

yang dilakukan semata-mata karena viral negatif tanpa adanya pelanggaran hukum atau kewajiban kerja yang jelas 

berpotensi sebab sehingga 

dapat dinilai tidak sah secara hukum. 

Kata Kunci - Pemutusan Hubungan Kerja, Viral Negatif, Hukum Ketenagakerjaan, Pasal 1320 KUH Perdata. 

 

 

I. PENDAHULUAN 

Dalam konteks Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), sebab tidak dapat dimaknai sekadar sebagai alasan 

faktual, melainkan harus merupakan alasan hukum (juridische oorzaak) yang bersumber dari norma hukum yang 

berlaku. Suatu tindakan PHK hanya dapat dibenarkan apabila didasarkan pada sebab hukum yang jelas, objektif, dan 

dapat dipertanggungjawabkan secara normatif. Opini publik yang terbentuk akibat viral negatif di media sosial tidak 

termasuk dalam kategori sebab hukum, karena tidak lahir dari norma hukum, melainkan dari persepsi sosial 
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merupakan hubungan hukum 

yang lahir dari perjanjian kerja antara pekerja dan pengusaha. 

Peraturan 

Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, 

unsur 

sebab yang halal dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 

Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya sebab yang halal. 

dalam 

2 | Page 

pelanggaran bersifat mendesak 

dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021. 

 

 

   

 

yang bersifat subjektif. Oleh karena itu, menjadikan viral negatif sebagai dasar PHK menimbulkan persoalan hukum, 

khususnya terkait keabsahan alasan PHK dalam sistem hukum ketenagakerjaan dan hukum perdata di Indonesia.[1] 

Viral negatif merupakan fenomena sosial yang berkembang seiring dengan pesatnya penggunaan media 

sosial. Viral negatif dapat dipahami sebagai penyebaran konten secara cepat dan masif yang menimbulkan penilaian 

atau opini publik yang merugikan reputasi seseorang tanpa melalui proses klarifikasi atau pembuktian hukum yang 

memadai.[2] Dalam konteks hubungan kerja, viral negatif sering kali bersumber dari aktivitas pekerja di ruang digital, 

baik yang berkaitan maupun tidak berkaitan langsung dengan pelaksanaan kewajiban kerja. Dengan demikian, viral 

negatif pada dasarnya lebih mencerminkan persepsi publik daripada fakta hukum yang objektif.[3] 

Dalam praktik ketenagakerjaan, viral negatif kerap dijadikan pertimbangan oleh perusahaan untuk 

menjatuhkan sanksi hingga melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap pekerja.[4] Beberapa kasus 

menunjukkan bahwa PHK dilakukan bukan karena terbuktinya pelanggaran kewajiban kerja atau penurunan kinerja, 

melainkan akibat tekanan opini publik yang muncul dari viral negatif di media sosial. Persoalan muncul saat 

perusahaan lebih mendengarkan publik daripada aturan main dalam undang-undang. Padahal, legitimasi PHK 

seharusnya bertumpu pada pembuktian fakta objektif, bukan sekadar respons terhadap kegaduhan publik di internet. 

Penggunaan viral negatif sebagai dasar PHK berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pekerja. 

Viralitas suatu peristiwa tidak serta-merta dapat dikategorikan sebagai sebagaimana 

dimaksud Hal ini disebabkan karena viral negatif umumnya 

bersumber dari opini publik yang bersifat subjektif dan belum tentu menunjukkan adanya kesalahan hukum atau 

kerugian nyata bagi perusahaan. Oleh karena itu, menjadikan viral negatif sebagai dasar PHK tanpa pembuktian yang 

jelas berpotensi bertentangan dengan asas kepastian hukum dan prinsip perlindungan terhadap hak-hak pekerja.[5], 

[6] 

Fenomena viral negatif menjadi semakin relevan seiring dengan tingginya penggunaan media sosial di 

Indonesia. Aktivitas pekerja di ruang digital membuka peluang terjadinya konflik antara kepentingan perusahaan 

dalam menjaga reputasi dan hak pekerja atas kebebasan berekspresi. Namun demikian, hingga saat ini belum terdapat 

batasan hukum yang tegas mengenai sejauh mana reputasi digital pekerja dapat dijadikan dasar pengambilan 

keputusan dalam hubungan kerja, khususnya yang berujung pada Pemutusan Hubungan Kerja.[7] 

Dalam hubungan kerja, pekerja pada dasarnya tetap memiliki hak keperdataan sebagai individu. Aktivitas 

pekerja di luar jam kerja termasuk dalam ranah privat sepanjang tidak berkaitan langsung dengan pelaksanaan 

kewajiban kerja, pelanggaran hukum, atau menimbulkan kerugian nyata bagi perusahaan. Oleh karena itu, penilaian 

perusahaan terhadap perilaku pekerja harus dilakukan secara proporsional dan tidak dapat menjangkau kehidupan 

pribadi pekerja tanpa dasar hukum yang jelas. Prinsip ini menjadi penting dalam menilai keabsahan PHK akibat viral 

negatif yang terjadi di luar pelaksanaan pekerjaan. 

Selain ditinjau dari perspektif hukum ketenagakerjaan, hubungan kerja juga 

perdata Oleh karena itu, keabsahan PHK akibat viral 

negatif tidak hanya diuji berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021,[8] tetapi juga harus 

diuji berdasarkan terkait unsur 

Hasil analisis penelitian ini menunjukkan bahwa viral negatif yang tidak disertai dengan pelanggaran kewajiban 

kerja atau ketentuan peraturan perusahaan berpotensi tidak memenuhi unsur sebab yang halal sebagai dasar sah 

Pemutusan Hubungan Kerja.[9], [10] 

Penelitian terdahulu pada umumnya membahas hubungan antara media sosial dan dunia kerja dari 

perspektif sosiologis maupun etika profesi, serta penelitian mengenai PHK yang lebih menitikberatkan pada 

pelanggaran kontrak kerja dan efisiensi perusahaan. Namun, penelitian yang secara khusus mengkaji viral negatif 

pekerja sebagai dasar PHK melalui pendekatan normatif, khususnya dengan mengaitkan ketentuan 

dan Pasal 1320 masih sangat terbatas. 

Dengan demikian, terdapat celah penelitian yang perlu dikaji lebih lanjut. [11], [12] 

Kebaruan (novelty) penelitian ini terletak pada pengujian viral negatif bukan sebagai kategori pelanggaran 

hukum, melainkan sebagai fakta sosial yang harus dinilai berdasarkan syarat sah perjanjian kerja, khususnya 

Dengan pendekatan tersebut, penelitian 

ini memberikan kontribusi dalam memperjelas batasan hukum PHK akibat viral negatif serta memperkuat 

perlindungan hukum bagi pekerja dan kepastian hukum bagi pengusaha dalam menghadapi risiko reputasi digital. 

1 

2 
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Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengisi celah tersebut dengan menggunakan pendekatan 

PHK tidak dapat dilakukan secara sewenang-wenang oleh pengusaha, 

melainkan harus 

penelitian ini terdiri bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer diperoleh dari 

peraturan perundang-undangan dan hukum yang berkaitan dengan 

Pendekatan perundang-undangan, untuk ketentuan hukum yang mengatur 

hubungan kerja dan kerja, antara lain Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan, 

Page | 3 

bahan hukum sekunder buku-buku hukum, jurnal ilmiah, hasil 

penelitian terdahulu, artikel yang relevan dengan penelitian 

ketentuan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan beserta peraturan peraturan 

Kitab Undang-Undang Hukum 

Perdata, khususnya Pasal 1320 mengenai syarat perjanjian. 

Pendekatan untuk 

 

 

 

hukum normatif untuk mengkaji keabsahan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) akibat viral negatif pekerja serta 

memberikan rekomendasi perlindungan bagi pekerja, sekaligus pedoman bagi perusahaan menghadapi risiko digital. 

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan untuk menambah wawasan mengenai hukum ketenagakerjaan dengan 

memperhatikan pengaruh perkembangan teknologi digital yang semakin nyata, diharapkan penelitian ini dapat 

membantu menciptakan keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan tanggung jawab profesional dalam dunia 

kerja. 

Rumusan Masalah: Keabsahan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap pekerja akibat viral negatif di media 

sosial dalam perspektif hukum di Indonesia. 

Pertanyaan Penelitian: 

1. Apakah PHK karena viral negatif di media sosial (di luar jam kerja) dapat dikategorikan sebagai 

pelanggaran bersifat mendesak dalam PP 35/2021? 

2. Kategorisasi PHK karena viral negatif di media sosial dalam pasal 1320 KUH Perdata 

 

II. METODE 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif untuk mengkaji keabsahan Pemutusan Hubungan 

Kerja (PHK) terhadap pekerja akibat viral negatif di media sosial dalam perspektif hukum di Indonesia. Penelitian 

ini menelaah norma hukum yang mengatur pemutusan hubungan kerja serta ketentuan hukum perdata mengenai 

perjanjian kerja, sehingga memberikan gambaran yuridis mengenai sah atau tidaknya PHK yang dilakukan akibat 

fenomena viral negatif pekerja di media sosial. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: 

a) mengkaji pemutusan 
 

 

KUH Perdata sahnya  

b) konseptual, memahami konsep, pelanggaran bersifat mendesak, perjanjian kerja, 

serta prinsip-prinsip hukum kontrak seperti itikad baik dan proporsionalitas dalam hubungan kerja. 
 

Data dari 

 

Hubungan Kerja. Sementara itu, bersumber dari 

serta hukum permasalahan 

 

Pemutusan 

 

 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Viral Negatif sebagai Pelanggaran Bersifat Mendesak dalam PP 35/2021 

Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) merupakan tindakan hukum yang berdampak besar terhadap 

keberlangsungan hidup pekerja, sehingga pelaksanaannya harus didasarkan pada alasan yang sah dan jelas. Dalam 

sistem hukum ketenagakerjaan Indonesia, 

pelaksananya. Salah satu penting yang mengatur alasan PHK adalah 

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021, yang secara limitatif menetapkan kondisi-kondisi tertentu yang dapat 

dijadikan dasar pemutusan hubungan kerja.[13] 

Salah satu alasan PHK yang diatur dalam PP Nomor 35 Tahun 2021 adalah adanya pelanggaran bersifat 

mendesak yang dilakukan oleh pekerja. Pelanggaran bersifat mendesak pada dasarnya merujuk pada perbuatan 

pekerja yang secara nyata bertentangan dengan hukum, kesusilaan, atau kewajiban kerja, seperti penipuan, 

pencurian, penganiayaan, atau perbuatan lain yang merugikan pengusaha secara langsung.[14], [15] Pengaturan ini 

menunjukkan bahwa hukum ketenagakerjaan menempatkan pelanggaran bersifat mendesak sebagai alasan yang 

serius dan harus dibuktikan secara objektif. 

perdata di bidang ketenagakerjaan 

4 

4 

34 

15 

16 

32 

44 

perjanjian 

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021, serta 

memenuhi 
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Peraturan Pemerintah 

Nomor 35 Tahun 2021. 

Dalam tersebut, hubungan kerja oleh 

pelanggaran berat" 

sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor Tahun 2021. 

 

 

Namun, PP Nomor 35 Tahun 2021 tidak secara eksplisit mengatur perilaku pekerja di media sosial yang 

menjadi viral negatif sebagai bentuk pelanggaran bersifat mendesak. Sehingga, peristiwa viral negatif tidak dapat 

langsung dipersamakan dengan pelanggaran mendesak karena tidak termasuk dalam kategori perbuatan yang 

dirumuskan secara limitatif dalam ketentuan tersebut. Ketidakjelasan pengaturan ini menimbulkan persoalan hukum 

mengenai apakah viral negatif memenuhi kualifikasi pelanggaran bersifat mendesak sebagaimana dimaksud dalam 

PP Nomor 35 Tahun 2021. 

Dalam praktik hubungan industrial, kondisi viral negatif sering dijadikan pertimbangan oleh pengusaha 

untuk melakukan Pemutusan Hubungan Kerja guna menjaga kepentingan perusahaan. Akan tetapi, penggunaan 

alasan tersebut harus tetap diuji berdasarkan hukum ketenagakerjaan. Viral negatif pada dasarnya belum tentu 

menunjukkan adanya pelanggaran kewajiban kerja maupun pelanggaran hukum yang dapat dibuktikan secara 

objektif. Oleh sebab itu, menjadikan viralitas sebagai dasar PHK tanpa pembuktian unsur pelanggaran berpotensi 

bertentangan dengan asas kepastian hukum dan perlindungan pekerja. Dalam konteks PP Nomor 35 Tahun 2021, 

viral negatif tidak dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran bersifat mendesak apabila tidak memenuhi unsur 

perbuatan konkret, kesalahan yang terbukti, serta hubungan kausal dengan kerugian perusahaan.[16], [17] 

Salah satu contoh kasus Anita Tumbler yang menarik perhatian publik cukup besar, Anita diberhentikan setelah 

videonya viral di media sosial dan memicu reaksi luas dari masyarakat. Dalam kasus ini, alasan pemberhentian yang 

disampaikan perusahaan lebih berfokus pada upaya menjaga reputasi perusahaan daripada pembuktian adanya 

pelanggaran kewajiban kontraktual oleh karyawan. Situasi ini menggambarkan bagaimana tekanan opini publik 

dapat memengaruhi keputusan pemberhentian kerja oleh perusahaan bahkan tanpa adanya dasar hukum yang 

memenuhi kriteria "pelanggaran berat" (pelanggaran mendesak) sebagaimana diatur dalam 

kasus  keputusan untuk mengakhiri tampaknya lebih didasari dampak 

terhadap reputasi dibandingkan oleh bukti adanya pelanggaran yang memenuhi kriteria " 

35  Oleh karena itu, perlu dianalisis sejauh 

mana karakteristik insiden negatif yang viral tersebut selaras dengan unsur-unsur pelanggaran berat sebagaimana 

didefinisikan dalam peraturan dimaksud. 

 

Tabel Analisis Kualifikasi PHK karena Viral Negatif dalam Perspektif PP Nomor 35 Tahun 2021 
 

NO Unsur Pelanggaran Mendesak dalam PP 

35/2021 

Karakteristik Viral 

Negatif di Media 

Sosial 

Analisis Yuridis 

1. Perbuatan bersifat konkret dan dapat dibuktikan Umumnya berbasis 

opini publik atau 

persepsi warganet 

Tidak selalu memenuhi 
unsur objektif karena 
belum tentu ada 
pelanggaran nyata 

2. Diatur secara tegas dalam peraturan perusahaan 

atau perjanjian kerja 

Tidak secara eksplisit 

disebut dalam PP 

35/2021 

Tidak dapat langsung 

dikualifikasikan 

sebagai pelanggaran 

mendesak 

3. Menimbulkan kerugian nyata terhadap 

perusahaan 

Kerugian seringkali 

bersifat reputasional 

dan belum tentu 

terukur 

Harus dibuktikan 

adanya hubungan 

kausal antara tindakan 

pekerja dan kerugian 

perusahaan 

4. Bersifat serius dan mengganggu hubungan kerja 

secara fundamental 

Dapat terjadi di luar 

jam kerja dan ranah 

privat 

Perlu diuji apakah 

memiliki relevansi 

langsung dengan 

kewajiban kerja 

 

Berdasarkan tabel tersebut, dapat dipahami bahwa tidak setiap peristiwa viral negatif di media sosial secara 

otomatis memenuhi unsur pelanggaran mendesak sebagaimana diatur dalam PP Nomor 35 Tahun 2021. Unsur 

50 

56 
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dalam Pasal 52 ayat (2) PP Nomor 35 Tahun 2021 

yang memiliki 

Prinsip ini 

menghendaki agar sanksi yang dijatuhkan dengan tingkat kesalahan yang dilakukan 
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misalnya Undang-Undang Informasi dan Transaksi 

Elektronik (UU ITE) hukum yang dan 

 

 
 

pelanggaran mendesak mensyaratkan adanya perbuatan yang konkret, dapat dibuktikan, serta secara nyata merugikan 

perusahaan. Sementara itu, viral negatif sering kali muncul dari persepsi publik yang belum tentu mencerminkan 

pelanggaran hukum atau pelanggaran terhadap kewajiban kerja. Sehingga, frasa “pelanggaran bersifat mendesak” 

dalam PP 35/2021 harus ditafsirkan sebagai perbuatan yang memiliki unsur kesalahan hukum (rechtmatige daad), 

bukan sekadar reaksi sosial masyarakat. Oleh karena itu viralitas tidak dapat menggantikan pembuktian pelanggaran. 

Selain itu, apabila viral negatif terjadi di luar jam kerja dan tidak berkaitan langsung dengan pelaksanaan tugas atau 

tanggung jawab pekerja, maka relevansinya terhadap hubungan kerja menjadi lemah. 

Dalam kondisi tersebut, perlu dilakukan pengujian mengenai adanya hubungan kausal antara perbuatan 

pekerja dengan kerugian yang dialami perusahaan. Tanpa pembuktian yang jelas dan objektif, pengkategorian viral 

negatif sebagai pelanggaran mendesak berpotensi bertentangan dengan asas kepastian hukum dan asas 

proporsionalitas dalam hukum ketenagakerjaan. Oleh sebab itu, perusahaan tidak dapat menjadikan reaksi masyarakat 

semata sebagai dasar pemutusan hubungan kerja tanpa dasar normatif yang tegas. Penafsiran terhadap ketentuan 

pelanggaran mendesak harus dilakukan secara hati-hati agar tidak mengabaikan perlindungan hukum bagi pekerja. 

Dengan demikian, perilaku pekerja yang berada di luar pelaksanaan pekerjaan pada prinsipnya termasuk dalam ranah 

privat pekerja sepanjang tidak memiliki keterkaitan langsung dengan kewajiban kerja maupun kepentingan 

perusahaan. 

Dalam menafsirkan istilah “pelanggaran bersifat mendesak”, pendekatan penafsiran sistematis dan 

gramatikal perlu digunakan. Secara sistematis, daftar pelanggaran 

menunjukkan bahwa perbuatan dimaksud karakter yang konkret, terukur, dan secara langsung 

merugikan perusahaan. Misalnya penipuan, pencurian, atau penganiayaan, yang semuanya memiliki unsur kesalahan 

yang dapat dibuktikan secara hukum. Sementara itu, viral negatif di media sosial sering kali hanya merupakan persepsi 

publik yang belum tentu didukung oleh fakta hukum yang objektif 

Selain itu, perlu dipertimbangkan prinsip proporsionalitas dalam hukum ketenagakerjaan. 

sebanding pekerja.[16] Apabila 

pekerja melakukan perbuatan yang tidak berkaitan langsung dengan pekerjaan dan dilakukan di luar jam kerja, maka 

menjatuhkan sanksi PHK sebagai bentuk hukuman tertinggi dapat dinilai tidak proporsional. Dalam konteks ini, 

perusahaan seharusnya terlebih dahulu mempertimbangkan bentuk pembinaan atau sanksi administratif yang lebih 

ringan sebelum menjatuhkan PHK. 

Maka, perlindungan reputasi perusahaan tidak dapat dijadikan alasan absolut untuk menjatuhkan sanksi 

tertinggi apabila perbuatan pekerja tidak berkaitan langsung dengan pelaksanaan pekerjaannya. Kemudian, penting 

untuk membedakan antara reputasi perusahaan yang terdampak secara nyata dan reputasi yang hanya didasarkan pada 

tekanan opini publik yang bersifat sementara. Tidak semua viral negatif menimbulkan kerugian konkret bagi perusahaan. 

Oleh karena itu, menjadikan viralitas sebagai parameter utama dalam menentukan PHK berpotensi menciptakan 

standar yang tidak pasti dan berubah-ubah sesuai dinamika media sosial. Dengan demikian, apabila tidak terdapat 

hubungan kausal yang jelas antara perbuatan pekerja dengan kerugian perusahaan, maka viral negatif tidak memenuhi 

unsur pelanggaran bersifat mendesak sebagaimana dimaksud dalam PP Nomor 35 Tahun 2021. 

Dalam praktik hubungan industrial, viral negatif sering kali dipersepsikan oleh pengusaha sebagai ancaman 

terhadap citra dan reputasi perusahaan. Tekanan publik yang muncul akibat viral negatif mendorong pengusaha untuk 

mengambil tindakan cepat, termasuk melakukan PHK terhadap pekerja yang bersangkutan. Akan tetapi, tidak semua 

perbuatan yang menjadi viral negatif memiliki keterkaitan langsung dengan pelaksanaan kewajiban kerja atau 

kepentingan perusahaan. Banyak kasus viral negatif terjadi di luar jam kerja dan bersifat pribadi, sehingga 

relevansinya dengan hubungan kerja patut dipertanyakan. 

Agar viral negatif dapat dikategorikan sebagai pelanggaran bersifat mendesak, perbuatan yang dilakukan 

pekerja harus terlebih dahulu diuji apakah memenuhi unsur bertentangan dengan hukum atau kesusilaan. Dalam 

konteks bertentangan dengan hukum, viral negatif baru dapat dipertimbangkan sebagai pelanggaran apabila 

mengandung unsur pelanggaran hukum, seperti pencemaran nama baik, ujaran kebencian, atau perbuatan melawan 

hukum lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, 

. Tanpa adanya pelanggaran jelas dapat dibuktikan, viral negatif tidak dapat 

secara otomatis dikualifikasikan sebagai pelanggaran bersifat mendesak. Dengan demikian, sebelum adanya 

5 

5 

49 
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perlindungan terhadap pekerja sebagai pihak yang 

secara struktural berada dalam posisi lemah. 

asas keadilan 

dan asas perlindungan terhadap pihak yang lemah dalam hubungan kerja. 
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sebab yang halal sebagaimana 

diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata. 

tersebut menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang harus 

dilaksanakan 

melanggar ketentuan yang diatur dalam 

perjanjian kerja atau peraturan perusahaan. 

 

 

pembuktian pelanggaran hukum, perusahaan tidak dapat mendahului proses hukum dengan menjadikan reaksi publik 

sebagai dasar penghukuman terhadap pekerja.[17] 

Selain itu, hukum ketenagakerjaan menganut prinsip 

Prinsip ini mengharuskan setiap tindakan PHK dilakukan secara 

objektif, proporsional, dan berdasarkan alasan yang sah. Apabila viral negatif dijadikan dasar PHK tanpa pembuktian 

pelanggaran hukum atau pelanggaran kewajiban kerja, maka tindakan tersebut berpotensi mengabaikan prinsip 

perlindungan pekerja dan menciptakan ketidakpastian hukum dalam hubungan industrial. 

Penggunaan viral negatif sebagai dasar PHK juga berpotensi menimbulkan sengketa hubungan industrial. 

Pekerja dapat merasa dirugikan karena kehilangan pekerjaan bukan akibat kesalahan yang terbukti secara hukum, 

melainkan karena tekanan opini publik yang bersifat sementara dan subjektif. Di sisi lain, pengusaha juga 

menghadapi risiko hukum apabila PHK yang dilakukan dinilai tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.[18], [19] 

Dengan demikian, berdasarkan ketentuan PP Nomor 35 Tahun 2021, viral negatif tidak dapat secara 

otomatis dikategorikan sebagai pelanggaran bersifat mendesak. Viral negatif hanya dapat dijadikan dasar PHK 

apabila terbukti mengandung unsur pelanggaran hukum atau secara tegas 

Tanpa dasar tersebut, PHK yang dilakukan berpotensi tidak sah dan 

bertentangan dengan prinsip perlindungan pekerja dalam hukum ketenagakerjaan. 

 

 

B. Analisis Keabsahan PHK Akibat Viral Negatif Berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata 

Hubungan kerja antara pekerja dan pengusaha biasanya merupakan hubungan hukum perdata yang tercipta 

dari suatu perjanjian kerja. Perjanjian kerja 

dengan itikad baik. Jadi, setiap tindakan hukum yang berkaitan dengan berakhirnya hubungan kerja, 

termasuk Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), tidak hanya tunduk pada hukum ketenagakerjaan, tetapi juga harus 

memenuhi ketentuan hukum perdata. Dalam hal ini, Pasal 1320 KUH Perdata menjadi dasar untuk menilai keabsahan 

tindakan PHK.[20] 

Viral negatif merupakan fenomena yang muncul dari opini dan penilaian masyarakat di media sosial, yang 

sering kali berkembang dengan cepat tanpa adanya klarifikasi fakta yang jelas. Oleh karena itu, viralitas tidak selalu 

mencerminkan kondisi atau kesalahan yang sebenarnya terjadi. Jika pengusaha menjadikan viral negatif sebagai alasan 

Pemutusan Hubungan Kerja tanpa didukung oleh pelanggaran yang secara tegas diatur dalam perjanjian kerja atau 

peraturan perusahaan, maka alasan tersebut bersifat subjektif dan lemah secara hukum. Viralitas di media sosial pada 

umumnya bersifat dinamis dan tidak selalu mencerminkan adanya pelanggaran hukum yang dapat 

dipertanggungjawabkan secara yuridis. Menjadikannya dasar pemecatan membuat nasib pekerja berada di ujung jari 

netizen, bukan pada kontrak kerja yang disepakati. Hal inilah yang membuat alasan tersebut cacat sebagai 'sebab 

yang halal' dalam perspektif hukum perdata. Sehingga, viral negatif tidak dapat dijadikan dasar hukum yang kuat 

dalam melakukan PHK. 

Penggunaan viral negatif sebagai dasar PHK juga dapat menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pekerja. 

Pekerja berpotensi kehilangan pekerjaannya bukan karena kesalahan yang terbukti secara hukum, melainkan karena 

tekanan opini publik yang sifatnya sementara dan mudah berubah. Kondisi ini bertentangan dengan 

lebih Akibatnya, posisi pekerja menjadi 

tidak aman karena kelangsungan pekerjaannya bergantung pada reaksi masyarakat, bukan pada ketentuan hukum. 

Permasalahan utama dalam PHK akibat viral negatif terletak pada unsur 

Dalam hubungan kerja, sebab yang halal seharusnya didasarkan pada alasan 

yang sah, seperti adanya pelanggaran kewajiban kerja atau perbuatan melawan hukum yang dapat dibuktikan secara 

objektif. Apabila PHK dilakukan hanya karena tekanan publik akibat viral negatif tanpa dasar hukum yang jelas, maka 

alasan tersebut tidak memenuhi unsur sebab yang halal. Oleh karena itu, PHK yang didasarkan pada Viral Negatif 

dapat dinilai tidak sah secara hukum perdata. Sebab yang halal tidak dapat didasarkan pada penilaian moral masyarakat 

semata, karena hubungan kerja hanya membatasi aspek profesional pekerja dan tidak mencakup kehidupan pribadinya 

sepanjang tidak mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan.[21], [22] 
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berkaitan erat dengan asas itikad baik 

sebagaimana tercermin dalam Pasal 1338 KUH Perdata. 
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Dalam hubungan kerja, pekerja berada dalam posisi yang lebih lemah dibandingkan Oleh 

karena itu, 

harus didasarkan pada yang sah, tidak bertentangan dengan 

hukum, kesusilaan, maupun ketertiban umum. 

 

 
 

Dalam kasus PHK akibat viral negatif, unsur kesepakatan dan kecakapan para pihak pada umumnya telah 

terpenuhi sejak awal hubungan kerja berlangsung. Pekerja dan pengusaha secara sadar dan cakap telah mengikatkan 

diri dalam perjanjian kerja. Selain itu, objek perjanjian, yaitu pekerjaan yang diperjanjikan beserta hak dan 

kewajibannya, juga telah ditentukan secara jelas. Maka dari itu, permasalahan utama dalam PHK akibat viral negatif 

tidak terletak pada tiga unsur tersebut. 

Permasalahan yang paling krusial terletak pada unsur sebab yang halal. Sebab yang halal berarti bahwa 

alasan dilakukannya suatu tindakan hukum alasan 

Dalam konteks PHK, sebab yang halal harus merujuk pada alasan-

alasan yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja, atau peraturan perusahaan. Apabila 

alasan PHK tidak memiliki dasar hukum yang jelas, maka unsur sebab yang halal patut dipertanyakan. Sebab dalam 

PHK bukan sekadar alasan faktual, tetapi harus merupakan alasan hukum (juridische oorzaak). Opini publik tidak 

termasuk kategori sebab hukum karena tidak berasal dari norma, melainkan persepsi sosial.[20] 

Dalam hukum perdata, unsur sebab yang halal tidak hanya dipahami sebagai alasan terjadinya suatu 

perjanjian, tetapi juga berkaitan dengan tujuan dan dasar dilakukannya suatu tindakan hukum. Suatu sebab dikatakan 

halal apabila didasarkan pada norma hukum yang sah, rasional, serta tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, 

dan ketertiban umum. Dalam konteks Pemutusan Hubungan Kerja, sebab yang halal seharusnya berasal dari 

pelanggaran kewajiban kerja atau perbuatan melawan hukum yang dapat dibuktikan secara objektif, bukan hanya 

karena adanya tekanan atau reaksi negatif dari publik di media sosial. Maka dari itu, alasan PHK harus memiliki dasar 

hukum yang jelas agar tidak merugikan pekerja secara sepihak. 

Dalam doktrin hukum perdata, unsur sebab yang halal (good faith) 

Hubungan kerja tidak hanya didasarkan pada kesepakatan 

formal, tetapi juga harus dijalankan dengan itikad baik oleh kedua belah pihak. Apabila pengusaha melakukan PHK 

semata-mata untuk meredam tekanan publik tanpa melakukan pemeriksaan internal yang objektif, maka tindakan 

tersebut dapat dipandang tidak mencerminkan itikad baik. 

Selain itu, dalam hukum perjanjian dikenal pula asas kepastian hukum dan asas perlindungan terhadap pihak 

yang lemah. pengusaha. 

alasan pengakhiran hubungan kerja harus dirumuskan secara jelas dan dapat diprediksi sejak awal 

perjanjian dibuat. Jika viral negatif yang tidak diatur secara eksplisit dalam perjanjian kerja dijadikan alasan PHK, 

maka hal tersebut berpotensi melanggar asas kepastian hukum karena pekerja tidak memiliki pedoman yang jelas 

mengenai batasan perilaku yang dapat mengakibatkan pemberhentian. 

Apabila PHK dilakukan tanpa adanya pelanggaran yang secara tegas diatur, maka dapat dikualifikasikan 

sebagai wanprestasi oleh pengusaha. Dalam konteks ini, pekerja berhak menuntut pemenuhan hak-haknya, termasuk 

kompensasi atau pemulihan hubungan kerja melalui mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial. 

Dengan demikian, penerapan Pasal 1320 KUH Perdata dalam kasus PHK akibat viral negatif mempertegas bahwa 

alasan pemutusan hubungan kerja harus memiliki dasar hukum yang sah, jelas, dan tidak bertentangan dengan prinsip 

keadilan serta perlindungan pekerja. 

PHK yang dilakukan semata-mata karena pekerja mengalami viral negatif di media sosial berpotensi tidak 

memenuhi unsur sebab yang halal. Viral negatif merupakan fenomena sosial yang bersifat subjektif dan tidak selalu 

mencerminkan adanya pelanggaran hukum atau pelanggaran kewajiban kerja.[22] Apabila perbuatan yang diviralkan 

tersebut tidak diatur sebagai pelanggaran dalam perjanjian kerja atau peraturan perusahaan, maka menjadikannya 

sebagai dasar PHK dapat dianggap bertentangan dengan asas keadilan. Dengan demikian, PHK yang didasarkan pada 

viral negatif berpotensi cacat secara hukum perdata.[23] 

Selain itu, penggunaan Viral Negatif sebagai alasan PHK juga dapat bertentangan dengan asas kepastian 

hukum. Pekerja tidak memiliki kejelasan mengenai batasan perilaku apa saja yang dapat menyebabkan dirinya 

diberhentikan dari pekerjaan. Kondisi ini menempatkan pekerja pada posisi yang tidak aman karena 

keberlangsungan hubungan kerjanya bergantung pada opini publik yang tidak terkontrol. Dalam perspektif Pasal 

1320 KUH Perdata, ketidakjelasan alasan PHK tersebut semakin memperkuat dugaan tidak terpenuhinya unsur 

sebab yang halal. 

Apabila PHK dinyatakan tidak memenuhi unsur sebab yang halal, maka tindakan PHK tersebut dapat 

dianggap tidak sah dan berpotensi menimbulkan akibat hukum. Pekerja dapat menuntut pemulihan hak-haknya 
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42 
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tidak memenuhi sebab yang halal 

sebagaimana dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, 

tidak memenuhi sebab yang halal sebagaimana dalam Pasal 1320 Kitab 

Undang-Undang Hukum Perdata, 

peraturan perundang- 

undangan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan, maupun perjanjian kerja bersama. 

Apabila perundingan tersebut tidak kesepakatan, penyelesaian dapat dilanjutkan melalui 

mediasi atau konsiliasi 

8 | Page 

diatur dalam Undang- 

Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Penyelesaian perselisihan 

melalui bipartit antara pekerja 

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 

Nomor 35 Tahun 2021 mengatur secara alasan-alasan yang 

dapat Pemutusan Hubungan Kerja yang wajib 

alasan yang sah untuk PHK, prosedur penyelesaian 

perselisihan serta hak-hak pekerja 

tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, maupun ketertiban umum. 

Dalam 

Upaya Hukum bagi Pekerja yang Mengalami Pemutusan Hubungan Kerja 

Akibat 

yang 

 

 

melalui mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Di sisi lain, pengusaha juga berisiko menghadapi 

tuntutan hukum akibat melakukan PHK tanpa dasar yang sah. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan Pasal 1320 KUH 

Perdata memiliki peran penting dalam menilai keabsahan PHK akibat viral negatif.[11], [24] Dengan demikian, 

analisis PHK akibat viral negatif berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata menunjukkan bahwa alasan PHK tersebut 

tidak secara otomatis dapat dibenarkan secara hukum. Selama viral negatif kriteria 

dimaksud maka Pemutusan Hubungan Kerja 

(PHK) berpotensi dinyatakan tidak sah. 

Jadi, pengujian keabsahan PHK akibat viral negatif harus dilakukan secara objektif dan berbasis hukum. 

Selama viral negatif kriteria dimaksud 

maka Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) berpotensi dinyatakan tidak sah. Sebab 

yang halal mengandung makna bahwa alasan dilakukannya suatu tindakan hukum harus didasarkan pada dasar yang 

konteks hubungan kerja, alasan PHK harus bersumber dari norma hukum yang jelas, seperti adanya 

pelanggaran kewajiban kerja, pelanggaran peraturan perusahaan, atau perbuatan melawan hukum yang dapat 

dibuktikan secara objektif. Maka, viral negatif yang hanya didasarkan pada reaksi atau tekanan opini publik di media 

sosial tidak serta-merta dapat dikualifikasikan sebagai sebab yang halal apabila tidak disertai dengan dasar normatif 

yang jelas. Dengan demikian, kepentingan perusahaan dalam menjaga reputasi memiliki batas pada wilayah 

profesional pekerja dan tidak dapat menjangkau ranah privat pekerja tanpa dasar hukum yang tegas. 

 

C. Perlindungan Hukum dan 

Viral Negatif 

Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) merupakan tindakan hukum yang secara langsung berdampak terhadap 

keberlangsungan pekerjaan serta pemenuhan hak-hak pekerja. Oleh karena itu, hukum ketenagakerjaan Indonesia 

memberikan perlindungan kepada pekerja agar PHK tidak dilakukan secara sewenang-wenang. Perlindungan 

tersebut diwujudkan melalui pengaturan mengenai melakukan 

hubungan industrial, jaminan pemenuhan normatif setelah berakhirnya hubungan 

kerja. Dalam konteks PHK akibat viral negatif di media sosial, perlindungan hukum menjadi semakin penting karena 

viralitas suatu peristiwa belum tentu menunjukkan adanya pelanggaran hukum ataupun pelanggaran terhadap 

kewajiban kerja yang dilakukan oleh pekerja. 

menempatkan PHK sebagai upaya terakhir (last resort) dalam hubungan 

kerja. Pengusaha tidak dapat melakukan PHK hanya berdasarkan asumsi, tekanan opini publik, ataupun 

pertimbangan reputasi perusahaan tanpa didukung adanya alasan yang dibenarkan oleh 

Ketentuan tersebut kemudian 

dipertegas dalam Peraturan Pemerintah limitatif 

dijadikan dasar beserta hak-hak diberikan kepada pekerja.[4] 

Apabila dikaitkan dengan fenomena viral negatif di media sosial, perlindungan hukum terhadap pekerja 

harus tetap mengedepankan asas kepastian hukum, asas proporsionalitas, dan asas keadilan. Viral negatif pada 

dasarnya merupakan fenomena sosial yang terbentuk dari persepsi masyarakat sehingga tidak selalu mencerminkan 

adanya pelanggaran hukum maupun pelanggaran terhadap kewajiban kerja. Oleh sebab itu, pengusaha tidak dapat 

menjadikan tekanan opini publik sebagai satu-satunya dasar untuk mengakhiri hubungan kerja tanpa terlebih dahulu 

melakukan pemeriksaan secara objektif terhadap fakta yang sebenarnya terjadi. Pembuktian mengenai adanya 

kesalahan pekerja tetap menjadi tanggung jawab pengusaha sebagai pihak yang melakukan PHK. Dengan demikian, 

perlindungan terhadap reputasi perusahaan tidak dapat mengesampingkan hak pekerja untuk memperoleh kepastian 

hukum. [25] 

Upaya hukum yang dapat ditempuh pekerja terhadap PHK akibat viral negatif 

 

wajib diawali 

musyawarah. 

dan pengusaha guna mencapai kesepakatan secara 

dengan bantuan mediator hubungan industrial. Selanjutnya, apabila perselisihan tetap tidak 

menghasilkan 

perundingan 
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unsur sebab yang halal sebagaimana 

dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 

sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 

2 Tahun 2004. 
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ke Pengadilan Hubungan Industrial untuk 

mengenai sah atau tidaknya Pemutusan Hubungan Kerja 

upaya hukum yang dapat ditempuh 

apabila mengalami Pemutusan Hubungan Kerja akibat 

UU No. 13 Tahun 2003 jo. UU 

No. 6 Tahun 2023 

 

 
 

terselesaikan, pekerja berhak mengajukan gugatan  memperoleh putusan 

beserta pemenuhan hak-hak yang seharusnya diterima. 

Dalam konteks PHK akibat viral negatif, mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial 

memiliki fungsi yang sangat penting karena memberikan kesempatan kepada pekerja untuk membuktikan bahwa 

viralitas yang terjadi tidak berkaitan dengan pelanggaran kewajiban kerja ataupun pelanggaran hukum. Sebaliknya, 

pengusaha juga wajib membuktikan bahwa alasan PHK memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan 

perundang-undangan. Dengan demikian, penilaian mengenai sah atau tidaknya PHK dilakukan berdasarkan 

pembuktian hukum yang objektif, bukan berdasarkan tekanan masyarakat ataupun persepsi yang berkembang di 

media sosial. 

Jika dalam proses penyelesaian perselisihan terbukti bahwa pekerja tidak melakukan pelanggaran 

sebagaimana dijadikan dasar oleh pengusaha, maka PHK tersebut berpotensi dinyatakan tidak sah karena tidak 

memenuhi alasan yang dibenarkan oleh hukum ketenagakerjaan maupun 

dimaksud Akibat hukumnya, pekerja berhak memperoleh 

pemenuhan hak-hak normatif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan pengusaha dapat dimintai 

pertanggungjawaban atas tindakan PHK yang dilakukan tanpa dasar hukum yang sah. Kondisi tersebut menunjukkan 

bahwa viral negatif tidak dapat menggantikan fungsi pembuktian dalam hukum, karena hubungan kerja pada 

dasarnya hanya dapat diakhiri berdasarkan alasan hukum yang objektif dan dapat dipertanggungjawabkan. 

Maka dari itu, perlindungan hukum terhadap pekerja dalam kasus PHK akibat viral negatif tidak hanya 

diwujudkan melalui pembatasan alasan-alasan PHK, tetapi juga melalui pemberian hak kepada pekerja untuk 

memperoleh penyelesaian sengketa secara adil mekanisme 

Sebelum menjadikan viral negatif sebagai dasar Pemutusan Hubungan Kerja, pengusaha harus 

mampu membuktikan adanya pelanggaran hukum, pelanggaran kewajiban kerja, atau kerugian nyata yang 

ditimbulkan oleh pekerja terhadap perusahaan. Tanpa adanya pembuktian tersebut, PHK yang dilakukan berpotensi 

bertentangan dengan prinsip kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan terhadap hak-hak pekerja dalam 

hubungan industrial. Untuk memperjelas bentuk perlindungan hukum serta 

pekerja (PHK) viral negatif di media sosial, berikut disajikan 

analisis berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.[26] 

 

Tabel Analisis Perlindungan Hukum dan Upaya Hukum Pekerja Akibat PHK karena Viral Negatif 

Berdasarkan tabel tersebut, dapat dipahami bahwa hukum ketenagakerjaan Indonesia telah memberikan 

perlindungan hukum yang memadai terhadap pekerja yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Namun 

demikian, dalam kasus PHK akibat viral negatif, perlindungan tersebut hanya dapat terwujud apabila pengusaha 

tetap berpedoman pada alasan PHK yang sah serta menghormati mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan 

industrial. Oleh karena itu, viral negatif tidak dapat dijadikan dasar PHK hanya berdasarkan tekanan opini publik 

3 

7 

47 

54 

Tahapan Perlindungan Hukum Dasar Hukum Analisis dalam Kasus Viral Negatif 

PHK harus berdasarkan alasan 

yang sah 

   Viral negatif bukan alasan PHK 

apabila tidak terdapat pelanggaran 

hukum atau kewajiban kerja. 

  

 

Hak pekerja setelah PHK PP No. 35 Tahun 2021 Pekerja tetap berhak memperoleh 

hak normatif apabila PHK dilakukan 

sesuai ketentuan. 

Penyelesaian perselisihan UU No. 2 Tahun 2004 Pekerja dapat menempuh bipartit, 

mediasi, hingga Pengadilan 

Hubungan Industrial apabila PHK 

diperselisihkan. 

Keabsahan alasan PHK Pasal 1320 KUH Perdata Viral negatif tidak memenuhi unsur 

sebab yang halal apabila hanya 

didasarkan pada opini publik tanpa 

dasar hukum. 

 

55 
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memenuhi unsur sebab yang halal Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 
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pelanggaran bersifat mendesak dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 
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ini. 

 

 

tanpa adanya pembuktian mengenai pelanggaran hukum atau pelanggaran kewajiban kerja yang dilakukan oleh 

pekerja. 

 

IV. SIMPULAN 

 

Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa viral negatif di media sosial bukan merupakan alasan hukum 

yang secara otomatis membenarkan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karena tidak memenuhi kualifikasi 

sebagaimana diatur serta tidak 

selalu menurut Viral negatif 

pada dasarnya merupakan fenomena sosial yang lahir dari persepsi dan opini publik sehingga tidak dapat dipersamakan 

dengan pelanggaran hukum ataupun pelanggaran kewajiban kerja tanpa adanya pembuktian yang objektif. Oleh karena 

itu, pengusaha hanya dapat melakukan PHK apabila terdapat dasar hukum yang sah, pelanggaran yang dapat dibuktikan, 

serta hubungan kausal antara perbuatan pekerja dengan kerugian yang dialami perusahaan. Apabila PHK dilakukan 

semata-mata karena tekanan opini publik tanpa memenuhi ketentuan tersebut, maka PHK berpotensi dinyatakan tidak 

sah dan pekerja tetap berhak memperoleh perlindungan hukum melalui pemenuhan hak-hak normatif serta 

Maka dari itu, penelitian ini menegaskan bahwa penilaian terhadap keabsahan PHK 

akibat viral negatif harus dilakukan secara terpadu melalui perspektif hukum ketenagakerjaan dan hukum perdata, 

sehingga kepentingan perusahaan dalam menjaga reputasi tetap terlindungi tanpa mengabaikan prinsip kepastian 

hukum, proporsionalitas, keadilan, dan perlindungan terhadap hak-hak pekerja. 

 

semua bimbingan, anugerah-

membantu dalam menyelesaikan karya tulis ini dengan baik. Penulis juga ingin mengungkapkan 

yang telah 

memungkinkan penulis untuk menyelesaikan karya tulis 

teman seperjuangan, pembuatan karya ini. Penulis 

berharap karya ini dapat memberikan manfaat dalam bidang hukum ketenagakerjaan. Tak lupa, penulis juga ingin 

segala telah penyusunan 

karya tulis 

menyampaikan 
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